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Skripsi ini membahas mengenai penolakan pengesahan atau homologasi rencana perdamaian dalam perkara
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dialami oleh PT Korea World Center Indonesia (PT
KW(CI) yang berakhir pada kepailitan. Penulis melakukan tinjauan hukum mengenai isu tersebut mulai dari
segi utang yang dimiliki Debitur sebagai syarat mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga hingga
segi imbalan jasa Pengurus yang tidak dibayarkan atau tidak dijamin pembayarannya yang menyebabkan
Debitur jatuh pailit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dari pengertian utang
menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sebagal syarat permohonan PKPU dan mengetahui apakah
Bilyet Giro dapat dianggap sebagai alat pembayaran maupun jaminan pembayaran bagi imbalan jasa
Pengurus dalam perkara PK PU. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan
metode penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif
analitis. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif, di mana Penulis menggunakan sumber
dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari penelitian ini diketahui bahwa Undang-Undang No. 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan K ewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU)
mendefinisikan utang secara luas, sehingga ganti kerugian materil atas putusan Perbuatan Melawan Hukum
(PMH) yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) dapat dikatakan sebagai utang sebagai syarat
permohonan PKPU. Selain itu, diketahui pula bahwa Bilyet Giro dapat dianggap sebagai alat pembayaran
maupun jaminan pembayaran bagi imbalan jasa Pengurus dalam perkara PKPU apabila penerbitan,
pengunjukan, dan pemrosesannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...... This thesis discusses the rejection of the ratification or homologation of the composition plan in the case
of Suspension of Debt Payment Obligations Process (PKPU) experienced by PT Korea World Center
Indonesia (PT KWCI) which ended in bankruptcy. The author conducts alegal review of thisissue, starting
from the aspect of debt owned by the Debtor as a condition for submitting a PK PU application to the
Commercial Court to the aspect of Management fees that are not paid or the payment is not guaranteed
which causes the Debtor to go bankrupt. The purpose of this study isto determine the application of the
definition of debt according to Law No. 37 of 2004 as a requirement for PKPU application and to find out
whether the Bilyet Giro can be considered as a means of payment or as a guarantee of payment for the
Management's services in a PK PU case. The research method used in this research is a qualitative research
method, namely research that produces data that is descriptive and analytical. Thisresearch isincluded in
normative legal research, where the author uses sources from primary, secondary, and tertiary legal
materials. From this research it is known that Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of
Debt Payment Obligations Process (UUK-PKPU) broadly defines debt, so that material compensation for
the decision on Unlawful Acts (PMH) which has permanent legal force (in kracht) can be said to be debt as


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20516253&lokasi=lokal

arequirement for PKPU application. In addition, it is also known that Bilyet Giro can be considered as a
means of payment as well as a guarantee of payment for Management's compensation in aPKPU caseif the
issuance, appointment and processing are in accordance with the prevailing laws and regulations.



